QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUI\'AN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAH]M
DENGAN RAHMAT ALLAII YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Mcnimbang : bahwa sehagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah, maka
untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna
dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan
kembali Susunan Organisasi dan ‘Tala Kerja Sckretariat Dewan
Perwakilan Rukyat Dacrah Kabupaten Bireucn;

b. bahwa untuk maksud tcrscbut perlu ditetapkan dalam suaty Qanun,

Mengingat : | Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (entang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041), scbagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (LLembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang Pemerintahan
Dacrah (Lcembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 lentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pugag dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Dacrah Istimewa Acch (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3893);

5. Undang-undang Nomor 4§ Tuhun 1999 lentang  Pembentukan
Kabupaten Bircuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897),

6. Undang-undang Nomor § Tahun 2000 tentang Pcrubahan Atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 lentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

7. Peraturan ... ,}ﬂ/é
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7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Dacrah Istimewa Acch Schagar Provins: Nanggroe
Acch Darussalam,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 (entang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3375);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebugai Dacrah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan l.embaran
Ncgara Nomor 3952)

b

10.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 (entang Pedoman
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
165);

[ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 lentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 401 4),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4018); -

13.Kepulusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 (entang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70),

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Dacrah Kabupaten /Kota, :

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BIREUEN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun inj yang dimaksud dengan

[. Daerah  Otonom sclanjulnya  disebul  Ducrah  adalah  Daerah

Kabupaten Bircuen;
2. Otonomi . W
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2. Otonomi Dacrah adalah Kewenangan  Dacrah  Otonom  untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sctempat menurut
prakarsa scndiri berdasarkan aspirasi masyarakat scsuai dengan
peraturan perundang-undangan;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Dacrah
Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Bircuen;

5. Sekretaris Dacrah Kabupaten sclanjutnya disebut Sckretaris Dacrah
adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Sckretariat DPRD adalah Sckretariat Decwan
Perwakilan Rakyal Dacrah Kabupaten Bireuen;

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya
discbut Sckretaris DPRD  adalah Sckretaris Dcwan  Perwakilan
Rakyal Daerah Kabupaten Bireuen;

8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemecrintah
Dacrah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan mcmbantu
Bupati dalam menyclenggarakan pemerintahan, yaitu terdiri atas
Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga
Tcknis Dacrah, Kccamatan dan Kelurahan yang organisasinya
dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB 111

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan F ungsi

Pasal 3

Sckretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan terhadap DPRD, yang
dipimpin oleh scorang Sckretaris DPRD yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif
dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Sckretariat DPRD mempunyai  tugas  memberikan pelayanan
administrasi kepada pimpinan dan anggota DPRD.

(2) Tugas scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sckrctaris DPRD

- dapat menyediakan lenaga ahli dengan tugas membanlu anggota
DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Pasal ... Mf
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Pasal §

Dalam menyclenggarakan (ugas schagaimana dimaksud pada Pasal 4,
Sckretaris DPRI) mempuanyan fungs:

& Penyediaan fasilitas rapal-rapat DPRI). ’

b. Pelaksanaan urusun rumah tangga dan perjalanan dinas pimpinan
dan anggota DPRD,

¢. Pengcelolaan tata usaha dan kcuangan DPRD,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD

Pasal 6

(1) Sekretarial DPRD terdiri dar; :
a. Bagian Umum:
b. Bagian Risalah dan Persidangan;
C. Bagian Kcuangan,

(2) Bagian Umum membawahi -

a. Sub Bagian Urusan Dalam;
b. Sub Bagian Tata Usaha

(3) Bagian Risalah dan Persidangan membawah; -
a. Sub Bagian Risalah;
b. Sub Bagian Persidangan.

(4) Bagian Kcuangan membawahj-
a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Pembayaran.

Pasal 7

(1) Bagian scbagaimana dimaksud pada Pasal 0, dipimpin olch scorang :
Kepala Bagjan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris DPRD,

(2) Sub Bagian sebagaimany (ersebut pada Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4), dipimpin olch scorang Kepala Sub Bagian yang berada

Pasal 8

(1) Rincian tugas jabatan Bagian dan Sup Bagian schagaimana terschut
pada Pasal 6, akan ditctapkan Icbih lanjut dengan Kepulusan Bupati.

(2) Susunan Orgnnisas_i, tugas pokok dan fungsi Sckretariat DPRD akan
ditctapkan Icbih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Susunan Organisasi dan Tatg Kerja Sekretariat DPRD

scbagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Qanun ini,

sab . AL
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BAB IV
KEPEGAWAIAN
I"asal »
(1) Sekretaris DPRD adalah Jabatan Lisclon 1L.b.
(2) Kepala Bagian adalub Jabatan Esclon la.
(3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Fsclon 1V ..
Pasal 10

(1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Sckretaris Dacrah dengan persctujuan Pimpinan DPRD.

(2) Pejubut Eselon 1l.a dilingkungun Sckretariat DPRD diungkat dan
diberhentikan olch Bupati utas usul Sckretaris Daerah.

(3) Pejabat Esclon 1V.a dilingkungan Sckretariat DPRD diangkat dan

diberhentikan olch Sckretaris Dacrah atas pelimpahan kewenangan
olch Bupati,

BAB YV
TATA KERJA

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugasnya Sckretaris DPRD, Kepala Bagian, dan .
Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas,
sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam
lingkungan Sckretariat DPRD maupun Instansi lain sesuai dengan tugas
masing-masing.

Pasal 12

Sctiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretarial DPRID
wajib mengawasi bawahannya masing-masing  dan  bila lerjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku,

Pasal 13
Seliap pimpinan satuan orgunisasi dalam lingkungan Sckretariat DPRD

bertanggung jawab memimpin dan imengkoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan scrta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya,
Pasal ... %é .
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Pasal 14
Scliap pimpinan Saluan organisasi wajib mengikuti .dan mpmaluhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 15
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan scbagai bahqn untuk
Penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada

bawahannya
Pasal 16
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mcmpunyai hubungan kerja.
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sctiap pimpinan organisasi dibantu olch

saluan organisasj dibawahnya dan dalam rangka pcmberian bimbingan
kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkaly.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ke

lentuan yang bertentangan
dengan Qanun inj dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB .. /‘)ﬂ/j,
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum d

atur dalam Qanun i, akan diatur lebth lanjut
dengan Keputusan Bupa

L sepanjang mengenat ketentuan pelaksanaannya,

Pasal 20

Qanun i mular berlaky pada tanggal diandangkan.

Agar setiap orany mengel

ahumya, memerntahkan pengundangan Qanun
im dengan penemp

atannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bircuen,

Diundangkan di Bircuen
pada tanggal 10 Januari 2002

SEKQ@I‘;{RTSH@I\AH KABUPATEN,
< — W

. Rrrs—— . !
I S\ (ARIay

LEMBARAN DAERALI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2002 NOMOR 2
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PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

l'EMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAIL
KABUPATEN BIREUEN

. PENJELASAN UMUM :

I. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peratyran Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
tentang  Pedoman Organisasi Perangkat  Dacrah, maka kepada Dacrah
Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menctapkan  Susunan  Organisasi
Perangkat Dacrah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, '

2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan roda pemerintahan
schingga dapat “berdaya puna dan berhasil puna, perlu - dibentuk  Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sckrelariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
ditctapkan dengan Qanun, -

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor 50 Tahun 2000 tentang

IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 : Cukup Jelas.
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GAN SUSUNAN ORGANISAS| SEKRETARIAT LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN
PRD KABUPATEN BIREUEN NGMOR : 2 TAHUN 2002
TANGGAL: 9 JANUARI 2002

SEKRETARIAT \
DPRD -

2

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN UMUM BAGIAN RISALAH
DAN PERSIDANGAN

] ~IL ———
h SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
URUSAN DALAM RISALAH ANGGARAN
SUB BAGIAN [\ SUB BAGIAN SUB BAGIAN
TATA USAHA PERSIDANGAN | PEMBAYARAN
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